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1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]  
 

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.  
 
 
 
 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk 

kita semua. Hari ini sidang untuk Perkara Nomor 39, 40, 41, 46, 49, 
dan Nomor 50 Tahun 2003, Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2003 tentang Penetapan Perppu, Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang.  

Agenda persidangan untuk hari ini adalah Mendengar 
Keterangan DPR dan Keterangan Presiden. Namun sebelumnya, 
Mahkamah Konstitusi akan membacakan dulu Ketetapan untuk Perkara 
Nomor 40, kemudian Nomor 39, dan Nomor 49 yang implikasinya juga 
tentu akan berkait dengan Perkara Nomor 41, 46, dan Nomor 50. Ya, 
kita mulai.  

KETETAPAN 
NOMOR 40/PUU-XXI/2023 
NOMOR 39/PUU-XXI/2023 
NOMOR 49/PUU-XXI/2023 

TENTANG  
PEMISAHAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL, SERTA  

PENUNDAAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENGUJIAN 
MATERIIL 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 
 
Yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan Ketetapan Pemisahan Pemeriksaan Permohonan 
Pengujian Formil dan Materiil, serta Penundaan Pemeriksaan 
Permohonan Pengujian Materiil dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sebagai berikut.  
 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB 

KETUK PALU 3X 
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Menimbang: a.  Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima: 
1.   Permohonan bertanggal 6 April 2023 yang diajukan 

oleh Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan 
Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 
(FSP KEP SPSI). Dua, Persatuan Pegawai Indonesia 
Power (PP IP). Ketiga, Federasi Serikat Pekerja 
Indonesia (FSPI). Empat, Persaudaraan Pekerja 
Muslim Indonesia 98, (PPM 98). Lima, Serikat 
Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP 
PLN). Enam, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, 
Pertambangan, Minyak, Gas, Bumi, dan Umum (FSP 
KEP). Tujuh, Serikat Pekerja PT Pembangkitan 
Jawa-Bali (SP PJB). Delapan, Federasi Serikat 
Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR). Sembilan, 
Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI). 
Sepuluh, Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG). Yang 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 
2023 dan 3 April 2023 memberi Kuasa kepada Ari 
Lazuardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang 
diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 
tanggal 6 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan 
Permohonan Permohon Nomor 35 dan seterusnya, 
dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi Elektronik pada tanggal 11 April 2023 
dengan Nomor 40/PUU-XXI/2023 dan seterusnya.  

2.   Permohonan bertanggal 6 April 2023 yang diajukan 
oleh: satu, Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik 
Negara (Persero), SP PLN. Dua, Persatuan Pegawai 
Indonesia Power (PP IP). Tiga, Serikat Pekerja PT 
Pembangkitan Jawa-Bali (SP PJB). Empat, Federasi 
Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI). 
Lima, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, 
Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi dan Umum 
(FSP KEP). Enam, Persaudaraan Pekerja Muslim 
Indonesia 98 (PPMI 98). Tujuh, Federasi Serikat 
Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR). Delapan, 
Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI). 
Sembilan, Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG). 
Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 
April 2023 dan 3 April 2023, memberi Kuasa kepada 
Ari Lazuardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang 
diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 
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tanggal 6 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan 
Permohonan Pemohon Nomor 34 dan seterusnya, 
dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi Elektronik pada tanggal 11 April 2023 
dengan Nomor 39/PUU-XXI/2023, dan seterusnya.  

3.   Permohonan bertanggal 14 April 2023 yang 
diajukan oleh Lembaga Advokasi Halal Indonesia 
Halal Watch yang dalam hal ini memberi Kuasa 
kepada H. Syaeful Anwar, S.H., M.H., dan kawan-
kawan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan 
Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43 
dan seterusnya, dan telah dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada 
tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor 49/PUU-
XXI/2023, mengenai Pengujian Materiil dan 
seterusnya.  
 

b.   Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan 
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, 
terhadap Permohonan Nomor 40/PUU-XXI/2023 
Nomor 39/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-
XXI/2023 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah 
menerbitkan:  
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang 

Pembentukan Panel Hakim, masing-masing untuk 
Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, Nomor 39/PUU-
XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-XXI/2023 tentang 
Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa 
perkara-perkara tersebut. 

2. Ketetapan Ketua Panel Hakim tentang penetapan 
hari sidang pertama untuk masing-masing perkara 
tersebut, yaitu Nomor 40/PUU-XXI/2023, 39/PUU-
XXI/2023, dan 49/PUU-XXI/2023.  
 

c.  Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah 
telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan 
Pendahuluan terhadap Permohonan a quo.  
1. Nomor 40/PUU-XXI/2023 pada tanggal 9 Mei 

2023, dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, serta 
Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara 
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel 
Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon 
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untuk memperbaiki Permohonannya, termasuk 
memisahkan permohonan pengujian formil dan 
materiil (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 40, 
dan seterusnya). Namun, dalam Perbaikan 
Permohonannya, Pemohon tetap menggabungkan 
Permohonan formil dan materiil. Berkenaan 
dengan hal tersebut, telah diklarifikasi pada 
persidangan tanggal 22 Mei 2023.  

2. Nomor 39/PUU-XXI/2023 pada tanggal 8 Mei 2023 
dan pada tanggal 22 Mei 2023.  

3. Nomor 49/PUU-XXI/2023 pada tanggal 17 Mei 
2023 dan pada tanggal 31 Mei 2023.  
 

d.  Bahwa terhadap penggabungan Permohonan formil 
dan materiil tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 
tanggal 4 Mei 2021 menyatakan, “Dan dapat 
memisahkan atau split proses pemeriksaan antara 
pengujian formil dan pengujian materiil, bilamana 
Pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut 
dalam satu Permohonan.”  

e.  Bahwa terhadap Permohonan pengujian formil, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 
tanggal 20 Juli 2022 yang menyatakan, “Tenggat 
waktu pemeriksaan perkara pengujian formil 
diselesaikan pemeriksaannya oleh Mahkamah 
Konstitusi selama 60 hari kerja sejak presiden 
dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam 
Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan.”  

f.  Bahwa berdasarkan uraian pada huruf d dan huruf e, 
oleh karena terhadap perkara-perkara a quo secara 
substansi … kami ulangi, secara substansial lebih 
kompleks dan rumit, maka perlu dilakukan pemisahan 
perkara antara pemeriksaan pengujian formil dan 
pengujian materiil dalam Perkara Nomor 40/PUU-
XXI/2023, dan melakukan penundaan pemeriksaan 
permohonan pengujian materiil karena penilaian 
konstitusionalitas norma undang-undang secara 
materiil sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya 
permohonan pengujian formil. Oleh karena itu, untuk 
Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 
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49/PUU-XXI/2023 juga perlu dilakukan penundaan 
atas pengujian materiil.  

g.  Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 6 Juni 
2023 telah memutuskan untuk memisah pemeriksaan 
pengujian formil dan materiil dalam Perkara Nomor 
40/PUU-XXI/2023 serta menunda pemeriksaan 
pengujian materiil dalam Perkara Nomor 39/PUU-
XXI/2023, Nomor 40/PUU-XXI/2023, dan Nomor 
49/PUU-XXI/2023 sampai putusan perkara pengujian 
formil diucapkan oleh Mahkamah.  

h.  Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk 
mencatat perihal sebagaimana dimaksud pada huruf g 
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.  

 
Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan seterusnya. 
 

Menetapkan: 
1. Menyatakan pe … memisahkan pemeriksaan pengujian formil dan 

pengujian materiil Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023.  
2. Menyatakan menunda pemeriksaan materiil Perkara Nomor 

39/PUU-XXI/2023, Nomor 40/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-
XXI/2023. 

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat 
perihal Pemisahan Pemeriksaan Pengujian Formil dan Pengujian 
Materiil Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 dan Penundaan 
Pemeriksaan Pengujian Materiil Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023, 
Nomor 40/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-XXI/2023 dalam 
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).  

 
 
 
Demikian diputus dalam Rapat Permusawaratan Hakim yang 

dihadiri oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua 
merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, 
Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. 
Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, 
tanggal 6 Juni 2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, 
selesai diucapkan pukul 11.37 WIB oleh 7 Hakim Konstitusi, ya, tanpa 
dihadiri oleh Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih, dibantu oleh 
Anak Agung Dian Onita, Hani Adhani, dan Yunita Rhamadani sebagai 
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, 
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang 
mewakili.  

KETUK PALU 1X 
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Jadi, demikian isi ketetapan. Artinya, perkara ini, perkara tadi 
menunggu hasil pemeriksaan uji formil dari ketiga perkara. Jadi sudah 
jelas, ya.  

Kemudian agenda hari ini, yaitu keterangan, ya, kita Mendengar 
Keterangan dari DPR dan dari Kuasa Presiden. Ya, Pak Dirjen, ada, ya? 
Terima kasih. Jadi, memang kami kemarin meminta Pak Dirjen untuk 
bisa hadir, ya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 
2016 itu. Memang yang … kalau dalam peraturan presiden ini, yang 
diberikan kuasa oleh presiden itu kepada masing-masing menteri terkait 
atau paling tidak pejabat setingkat Eselon I untuk memberikan 
keterangan.  

Namun demikian, untuk sidang hari ini berdasarkan laporan 
Panitera bahwa baik DPR maupun Presiden belum siap untuk 
memberikan memberikan keterangan. Ya, gimana? Benar demikian 
untuk Kuasa Presiden? Silakan.  

 
4. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [24:08] 

 
Benar, Yang Mulia. Melalui surat Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Kuasa Khusus Presiden memohon untuk 
perpanjangan waktu penyampaian dan keterangan Presiden, dua 
minggu ke depan.  

Terima kasih, Yang Mulia.  
 

5. KETUA: ANWAR USMAN [24:23] 
 
DPR juga begitu, ya? DPR tidak hadir. Jadi untuk diketahui, tadi 

kan sudah mendengar Ketetapan dari Majelis. Jadi, kita dahulukan 
pemeriksaan dalam uji formil yang tadi sudah disebutkan waktunya 
hanya 60 hari. Oleh karena itu, baik DPR maupun Presiden supaya 
memperhatikan tenggang waktu itu.  

Oleh karena itu, untuk sidang berikutnya karena DPR dan Kuasa 
Presiden belum siap dan diharapkan pada sidang yang akan datang, 
baik DPR maupun Presiden sudah siap dengan keterangannya.  

Dan Pemohon … Para Pemohon, begitu ya. Jadi, ini sudah ada 
Ketetapan khusus yang untuk formil tadi, yang kita selesaikan terlebih 
dahulu. Sebab kalau misalnya uji formilnya ini isinya dikabulkan, ya 
kan, berarti materiilnya mungkin tidak akan diteruskan, kan begitu. Ada 
tambahan? 

Ya baik, untuk sidang selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 
2023, jam 11.00 WIB, untuk Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. 
Sekali lagi, hari Kamis, 6 April 2000 … saya ulangi, hari Kamis, 6 Juli 
2023, jam 11.00 WIB.  
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Ya, baik. Terima kasih, Pemohon, kemudian dari Kuasa Presiden, 
terutama Pak Dirjen, terima kasih karena saya pengin ketemu. Selama 
ini kan hanya lihat di Tv saja, waktu jadi Kejati Jawa Barat, ya.  

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 
 

 
  

 
  

 

Jakarta, 21 Juni 2023 
  Panitera, 

Muhidin 
   

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.42 WIB 
 

KETUK PALU 3X 
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